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ABSTRAK 

Kepolisian Resor Mandailing Natal senantiasa melakukan upaya dalam 

mengurangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Berdasarkann hasil 

pembahasan diketahui bahwa pengaturan tindak pidana pencurian dengan 

pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP dan  jika dilihat dari Pasal 362 dan 363 

KUHP, pencurian pemberatan pada dasarnya adalah pencurian biasa namun 

disertai dengan tindakan-tindakan yang memberatkan suatu pidananya. 

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di 

Kepolisian Resor Mandailing Natal dilakukan berdasarkan Laporan Polisi dari 

pelapor atau korban, penyidikan tindak pidana dimulai setelah Surat Perintah 

Penyidikan (Sprindik) di terbitkan oleh penyidik. Tahap penyidikan dimulai dari 

pemanggilan saksi, meminta keterangan atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP), 

penyitaan barang bukti, gelar penetapan tersangka, meminta keterangan atau 

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka, melengkapi Berkas Perkara dan 

Pelimpahan Berkas Perkara. Hambatan penyidik dalam melaksanakan penyidikan 

tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Resor Mandailing 

Natal adalah kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam 

proses penyidikan, sumber daya manusia penyidik atau penyidik pembantu dan 

saksi tidak dapat mengungkap peristiwa pidana serta barang bukti yang ada 

kurang lengkap.  

Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana Pencurian, Pemberatan 

 

 

PROCESS OF PROCESSING THE INVESTIGATION OF THE 

CRIMINAL OFFENCE OF THEFT WITH CRIME (Study at the 

Mandailing Natal Resort Police) 

 

ABSTRACT 

The Mandailing Natal Resort Police always makes efforts to reduce criminal acts 

of theft by means of weighting. Based on the results of the discussion, it is known 

that the regulation of the crime of aggravated theft is regulated in Article 363 of 

the Criminal Code and if you look at Articles 362 and 363 of the Criminal Code, 

aggravated theft is basically ordinary theft but is accompanied by actions that 

aggravate the crime. Investigations into criminal acts of theft with weighting at 

the Mandailing Natal Police are carried out based on Police Reports from the 
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reporter or victim. Investigations into criminal acts begin after an Investigation 

Order (Sprindik) is issued by the investigator. The investigation stage starts from 

summoning witnesses, requesting information or Investigation Reports (BAP), 

confiscating evidence, determining the name of the suspect, requesting 

information or Investigation Reports (BAP) of the suspect, completing the Case 

Dossier and Handing over the Case Files.The obstacle for investigators in 

carrying out investigations into criminal acts of theft with weighting at the 

Mandailing Natal Police is the lack of participation of witnesses in providing 

information in the investigation process, human resources for investigators or 

assistant investigators and witnesses are unable to reveal criminal incidents and 

existing evidence. less complete. 

Keywords: Investigation, Crime of Theft, Aggravation 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak saja memuat 

ketentuan tentang tatacara dari suatu proses pidana, tetapi juga memuat hak dan 

kewajiban para pihak yang ada dalam suatu proses pidana. KUHAP juga 

mengatur tentang penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan dimulai sesudah 

terjadinya suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan 

penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat represif. Penyidikan titik berat 

tekanannya diletakan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya 

tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan 

dan menentukan pelakunya. 

Tindakan tersebut dilakukan adalah untuk mencari keterangan dari siapa 

saja yang diharapkan dapat memberi tahu tentang apa yang telah terjadi dan dapat 

mengungkapkan siapa yang meakukan atau yang disangka melakukan tindak 

pidana tersebut.  Tindakan-tindakan pertama tersebut diikuti oleh tindakan-

tindakan lain yang dianggap perlu, yang pada pokoknya untuk menjamin agar 

orang yang benar-benar terbukti telah melakukan suatu tindak pidana bisa 

diajukan ke pengadilan untuk dijatuhi pidana dan selanjutnya benar-benar 

menjalani pidana yang dijatuhkan itu. Secara formal prosedural, suatu proses 

penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat 

perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi 

penyidik. 

Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Polisi 

dalam tugasnya mencari keterangan-keterangan dari berbagai sumber dan 

keterangan saksi. Penyidikan tindak pidana merupakan serangkaian tindakan 

penyidik dalam  hal dan menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang 
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untuk mencari serta  mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 

tentang suatu tindak  pidana yang terjadi guna menemukan tersangka. 

Kepolisian merupakan instansi yang berhadapan langsung dengan para 

pelanggar hukum. Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tugas dan wewenang 

kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan 

hukum, dan memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat. Kepolisian dalam melaksanakan tugas pokoknya, kepolisian juga 

bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana 

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, 

sehingga polisi perlu memiliki pengetahuan sebagai penyidik serta sarana yang 

memadai untuk melakukan penyidikan.  

Polisi dengan tanggung jawab besar yang diemban, kepolisian mempunyai 

tugas ganda yaitu untuk mencegah kejahatan dengan jalan menjaga keamanan 

serta ketertiban dan untuk menanggulangi kejahatan dimana sebagai usaha yang 

dilakukannya adalah melakukan penyidikan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 

1 angka 4 KUHAP yang berbunyi : “Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara 

Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan 

penyidikan. 

Pasal 1 butir 1 dan 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana merumuskan pengertian penyidikan yang 

menyebutkan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau 

pejabat pegawai negri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh undang-

undang untuk melakukan penyidikan.  

Penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik 

sesuai dengan cara yang di atur dalam undang-undang untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terangtindak 

pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak 

pidananya. 

Pencurian merupakan tindakan kriminalitas yang sangat menganggu 

kenyamanan masyarakat sehingga perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat 

menegakkan hukum, sehingga terjalin kerukunan. Faktor kemiskinan salah satu 

yang dominan yang mempengaruhi perilaku pencurian dalam kenyataan di tengah 

masyarakat. Topo Santoso, Eva Achjhani Zulfa menyatakan bahwa “kemiskinan 

menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat 

untuk memperoleh apa yang diperlukan untuk hidup, tetapi untuk kemewahan”. 

Seseorang melakukan tindak pidana pencurian tentu memiliki alasan yang 

berbeda-beda, termasuk alasan ekonomi/faktor ekonomi, dengan faktor ekonomi 

dapat mendesak orang untuk melakukan tindakan apapun termasuk tindak pidana 
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pencurian. Tindak pidana pencurian sampai saat ini masih dilematis dan menjadi 

masalah yang cukup serius serta memerlukan pemecahan, oleh karena itu 

diperlukan usaha penanggulangan atau setidak-tidaknya pencegahan yang baik 

dari semua pihak, baik aparat hukum maupun masyarakat yang harus 

diidentifikasikan agar dapat berjalan secara tertib, terarah, dan terencana.  

Secara universal, manusia mempunyai kebutuhan yang selalu ingin 

terpenuhi termasuk kebutuhan sandang dan pangan, baik sebagai alat untuk 

memperoleh mempertahankan kehidupan maupun hanya sebatas pemenuhan 

hasrat ingin memiliki atau bahkan sebagai peningkatan status sosial. Kebutuhan 

sandang dan pangan dapat dipenuhi menjadi sebuah hal yang legal dan menjadi 

sebuah ibadah dalam agama. Namun harapan itu tidak selamanya terpenuhi karena 

beragamnya sifat dan cara pemenuhan kebutuhan tersebut dengan malakukan 

tindak pidana. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah “upaya untuk menemukan, mengembangkan dan 

menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan 

menggunakan metode ilmiah”. Metode penelitian berisikan uraian tentang metode 

atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. “Metode 

penelitian berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan 

oprasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan”. 

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif  dan 

yuridis empiris. Yuridis normatif yaitu “suatu penelitian yang menempatkan 

norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-

undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang”. Disebut 

juga penelitian hukum doktrinal yaitu “penelitian hukum yang menggunakan data 

sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang 

bersifat kualitatif”. Sedangkan pendekatan yuridis empiris yaitu dalam 

menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan 

hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di 

lapangan yaitu tentang peranan penyidik terhadap tindak tindak pidana pencuraian 

dengan pemberatan di Kepolisian Resor Mandailing Natal.   

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu “penelitian yang 

menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-

undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini”. Tujuan dalam penelitian 

deskriptif adalah “untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, 

keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau 

penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala 

dan gejala lain dalam masyarakat”. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum 
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adalah “mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan 

dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui 

penerapannya dalam praktik”. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kepolisian Resor Mandailing Natal merupakan salah satu bentuk institusi 

dari aparat penegak hukum yakni kepolisian yang bekerja dibawah naungan Polri 

(Kepolisian Republik Indonesia). Kepolisian Resor Mandailing Natal merupakan 

badan pelaksanaan kewilyahan dibawah kepolisian Daerah Sumatera Utara. 

Kepolisian Resor Mandailing Natal bertugas menyelengarakan tugas pokok Polri 

dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan 

pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di 

wilayah hukum Kabupaten Mandailing Natal.Kepolisian Resor Mandailing Natal 

terletak di Mompang Julu, Kec. Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing 

Natal.  

Tugas dan wewenang Polri di atur dalam Bab III mulai Pasal 13 sampai 14 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa  tugas pokok Kepolisian Negara 

Republik Indonesia adalah: 

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 

2. Menegakkan hukum. 

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa: 

1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas. 

2. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. 

3. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban,dan 

kelancaran lalu lintas di jalan. 

4. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran 

hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan 

peraturan perundang-undangan. 

5. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. 

6. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. 

7. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap 

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk 

pengamanan swakarsa. 
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8. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai 

dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. 

9. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 

laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas 

kepolisian. 

10. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan 

hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan 

bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 

11. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelumditangani 

oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang. 

12. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya 

dalam lingkup tugas kepolisian. 

13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

14. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Menurut semboyan Tribrata, 

tugas dan wewenang Polri adalah: Kami Polisi Indonesia:  

a. Berbhakti kepada Nusa dan Bangsa dengan penuh Ketaqwaan 

TerhadapTuhan Yang Maha Esa.  

b. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam 

menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.  

c. Senantiasa Melindungi, mengayomi dan Melayani masyarakat dengan 

Keikhlasan utuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.  

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa keamanan dan 

ketertiban masyarakat adalah mutlak ada rasa aman, tentram, dan tertib. Oleh 

karena itu tugas polisi sebagai penegak hukum untuk melindungi kepentingan 

masyarakat terhadap tindak pidana yang melanggar jiwa, badan, harta, 

kehormatan dan melanggar kepentingan hukum masyarakat dan negara. 

Kepolisian Resor Mandailing Natal mempunyai visi “terwujudnya Postur 

Polri yang profesional, bermoral, modern dan dapat dipercaya masyarakat” 

sedangkan misi Kepolisian Resor Mandailing Natal adalah : 

1. Meningkatkan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat melalui bimbingan, 

perlindungan, pengayoman, pengaturan, dan penyelamatan, penertiban 

masyarakat. 

2. Meningkatkan Perpolisian masyarakat dengan membangun kemitraan antara 

Polisi dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah sosial. 

3. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat untuk memelihara 

kemanan lingkungan ketertiban serta kelancaran lalu lintas. 
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4. Meningkatkan kerja sama dengan instansi lain dalam memberikan pelayanan 

terhadap masyarakat. 

5. Meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait dan menjalin kemitraan 

dengan potensi masyarakat dalam upaya pelaksanaan tugas Kamtibmas.  

6. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan 

preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat 

terhadap hukum.  

7. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap 

memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam wilayah 

hukum Polres Mandailing Natal. 

8. Menegakkan hukum secara independen, objektif, proposional, akuntabel dan 

tidak diskriminasi dengan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. 

9. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan dukungan sarana 

dan prasarana yang cukup agar ada kesinambungan antara tugas dan tanggung 

jawab. 

10. Meningkatkan nilai-nilai moral dan agama dalam sikap dan perilaku 

kehidupan sehari-hari. 

11. Mendukung upaya Pemda kab.Bliatar dan mensukseskan pembangunan. 

Kepolisian Resor Mandailing Natal merupakan Kesatuan Polisi yang 

memiliki wewenang dan menegakan hukum di Wilayah Hukum Kabupaten 

Mandailing Natal. Termasuk didalamnya adalah melakukan penanganan dan 

pengakan hukum atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di 

Kabupaten Mandailing Natal. Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang 

memberatkan atau yang di dalam doktrin disebut pencurian dengan kualifikasi 

oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 363 KUHP 

Dilihat dari Pasal 362 dan 363 KUHP, pencurian pemberatan pada 

dasarnya adalah pencurian biasa namun disertai dengan tindakan-tindakan yang 

memberatkan suatu pidananya, mulai dari melakukan pencurian terhadap ternak 

hingga melakukan perusakan terhadap suatu akses agar dapat mudah mencurinya. 

Namun meski pidananya lebih berat dibandingkan pencurian biasa, Tingkat 

pencurian dengan pemberatan lebih mendominasi daripada pencurian biasa 

meskipun tingkat pencurian di Kabupaten Mandailing Natal bisa dikatagorikan 

tidak terlalu tinggi.  

  Pelaksanaan penyidikan ini dilakukan setelah adanya laporan ataupun 

pengaduan serta tertangkap tangan sedang melakukan suatu peristiwa pidana. 

Kemudian setelah diketahui suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak 

pidana, maka seorang penyelidik mulai melakukan penyelidikan untuk mencari 

dan mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang berhubungan 
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dengan peristiwa itu guna menentukan apakah peristiwa itu benar merupakan 

suatu tindak pidana ataupun tidak. Menyidik berarti pemeriksaan permulaan oleh 

pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah 

mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa 

ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum. 

  Seorang penyelidik dalam melakukan tugas penyelidikan haruslah 

mempunyai  kemampuan dan kecakapan dibidang hukum pidana dan hukum acara 

pidana di samping memiliki kecakapan teknis reserse dan segi-segi kriminalistik 

yang harus dikuasainya. Kemampuan dari penyelidik merupakan masalah yang 

terpenting untuk penyelidikan sebab penyelidikan itu adalah dasar bagi 

penyelidikan selanjutnya. Penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik adalah hal 

yang menentukan keberhasilan penyidikan. Dikatakan demikian dikarenakan 

penyelidikan merupakan tahap tindakan pertama permulaan penyidikan. 

 Prakteknya penyerahan berkas perkara itu terdiri atas 2 tahap yaitu tahap 

pertama penyerahan berkas perkara oleh penyidik kepada Jasa Penuntut Umum. 

Tahap kedua yaitu penyerahan secara fisik atas tersangka dan barang-barang 

bukti. Penyerahan ini baru dilaksanakan oleh penyidik apabila penyidikan 

dianggap selesai dan atau setelah menerima pemberitahuan dari Penuntut Umum 

bahwa hasil penyidikan telah lengkap.  

 KUHAP sebagai hukum secara tidak ada  memberitakan pengertian 

tentang berkas perkara dan tata cara menghimpun hasil penyidikan menjadi suatu 

berkas perkara. Mengenai hal ini menurut Hamrat Hamid dan Harun M. Husein 

adalah wajar karena mengenai segala sesuatu yang menyangkut pemberkasan 

hasil penyidikan adalah sudah merupakan bidang tehnis Kepolisian. Karena 

masalah tersebut merupakan  hal yang berkaitan dengan tehnis  administrasi dan 

bukan termasuk tehnis yuridis. Hal-hal yang berkaitan dengan aspek tehnis 

adminstratif di kepolisian/penyidik, di Kejaksaan/Panuntut Umum dan di 

Pengadilan di atur dengan petunjuk pelaksanaan/petunjuk tehnis di masing-

masing pimpinan instansinya. 

 Penyidik didalam melaksanakan penyidikannya terhadap suatu perkara 

yang sedang terjadi, selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan 

perkara itu dengan sebaik-baiknya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi bolak-balik 

perkara seperti yang sering terjadi didalam prakteknya. Penyerahan berkas perkara 

ini diatur didalam Pasal 110 ayat (1) KUHAP yaitu :  “(1) Dalam hal penyidik 

telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas 

perkara itu ke[ada penuntut umum. 

 Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pembantu maka sesuai Pasal 12 

KUHAP, setelah selesai dilakukan penyidikan, penyidik pembantu menyerahkan 

berkas perkara  pada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksa singkat 
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(penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana) bisa langsung diserahkan 

kepada penuntut umum. 

 Prakteknya penyerahan berkas perkara oleh penyidik kepada penunut 

umum, baik secara yuridis ataupun secara administratif tidak terdapat perbedaan 

antara penyerahan berkas perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan 

singkat ataupun secara pemeriksaan biasa, seluruh berkas perkara diserahkan oleh 

penyidik (bukan penyidik pembantu) kepada penuntut umum. 

 Ketentuan KUHAP ada dijelaskan bahwa penyidikan dianggap selesai 

apabila dalam batas waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas 

perkara. Jadi dapat lebih ditegaskan bahwa berakhirnya penyidikan itu setelah 

adanya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti oleh penyidik 

kepada penuntut umum.  

 Menurut sistem HIR penyidikan (pengusutan) berakhir apabila perkara 

yang bersangkutan dilimpahkan oleh jaksa ke Pengadilan atau apabila menurut 

pendapat jaksa pengusutan perkara tersebut perlu dihentikan dimana tercantum 

didalam Pasal 83 HIR yaitu bila nyata pada magistraat, bahwa hal-hal yang 

diberatkan kepada sitertuduh tidak cukup untuk menuntutnya, atau perbuatan yang 

diberatkan kepadanya itu tidak dapat dituntut menurut hukum, sebab tidak betul 

hal itu suatu kejahatan atau pelanggaran, maka magistraat hendaklah dengan 

segera menyuruh melepaskan sitertuduh itu. 

Khusus dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di 

wilayah hukum Kepolisan Resor Mandailing Natal, maka  kepolisian 

melaksanakan peran utamanya yaitu melakukan penyelidikan dan pinyidikan. 

Penyidik sesegera mungkin menanggapi setiap adanya laporan dari anggota 

masyarakat tentang adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan 

melakukan penyelidikan, karena laporan tersebut harus di dukung oleh bukti-bukti 

yang kuat untuk menentukan apakah termasuk sebagai tindak pidana atau bukan. 

Tujuan pokok tindakan penyidikan untuk menemukan kebenaran dan 

menegakan keadilan, bukan mencari-cari kesalahan seseorang. Dengan demikian, 

seseorang penyidik dituntut untuk bekerja secara obyektif, tidak sewenang-

wenang, senantiasa berada dalam koridor penghormatan terhadap Hak Asasi 

Manusia. 

Peran Kepolisian Resor Mandailing Natal dalam mengungkap kasus 

pencurian dengan pemberatan mempunyai peranan yang sangat penting untuk 

mengetahui pelakunya.  Dasar dari penyidikan dugaan tindak pidana pencurian 

dengan pemberatan adalah adanya  

1. Laporan Polisi Model B yang diterima dari pelapor atau korban tentang 

adanya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum 

Kepolisian Resor Mandailing Natal, Laporan Polisi model B tersebut diterima 
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oleh Petugas Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), kemudian 

dilimpahkan penanganannya kepada Unit Reskrim untuk ditangani oleh 

penyidik atau penyidik pembantu dan dilakukan pemeriksaan awal dalam 

bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap pelapor atau korban untuk 

menemukan adanya peristiwa pidana dan apakah sudah cukup bukti.  

2. Berkas perkara yang telah siap penyidikan, maka penyidik segera melakukan 

Tahap I atau pelimpahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) 

dan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah berkas perkara dilimpahkan 

dalam dan tidak ada petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum. 

3. Berkas Perkara sudah dianggap lengkap (P21) oleh jaksa penuntut umum dan 

penyidik segera melaksanakan Tahap II atau penyerahan Tersangka dan 

Barang Bukti kepada Jaksa penuntut Umum, proses penyidikan oleh Penyidik 

selesai setelah melaksanakan Tahap II atau penyerahan tersangka dan barang 

bukti. 

Pelaksanaan penyelidikan dalam mengawali proses penyidikan yang hanya 

dilaksanakan oleh SPK disebabkan karena administrasi proses pidana yang 

mengatur pelaksanaan penyelidikan tidak ditentukan secara jelas. Pelaksanaan 

kegiatan penyidikan pada dasarnya dilakukan oleh penyidik dan penyidik 

pembantu. Hal tersebut dimulai setelah laporan polisi diterima oleh penyidik dan 

penyidik pembantu.  

 

D. KESIMPULAN  

Pengaturan tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam 

Pasal 363 KUHP dan  jika dilihat dari Pasal 362 dan 363 KUHP, pencurian 

pemberatan pada dasarnya adalah pencurian biasa namun disertai dengan 

tindakan-tindakan yang memberatkan suatu pidananya dan sanksi pidananya lebih 

berat dibandingkan pencurian biasa.Pelaksanaan penyidikan tindak pidana 

pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Resor Mandailing Natal dilakukan 

berdasarkan Laporan Polisi dari pelapor atau korban, penyidikan tindak pidana 

dimulai setelah Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) di terbitkan oleh penyidik. 

Tahap penyidikan dimulai dari pemanggilan saksi, meminta keterangan atau 

Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penyitaan barang bukti, gelar penetapan 

tersangka, meminta keterangan atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka, 

melengkapi Berkas Perkara dan melaksanakan Tahap I atau Pelimpahan Berkas 

Perkara. Setelah Jaksa Penuntut Umum menyatakan Berkas Perkara Lengkap 

(P21), maka penyidik segera melaksanakan tahap II atau pelimpahan tersangka 

dan barang bukti. Hambatan penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak 

pidana pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Resor Mandailing Natal 

adalah kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses 
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penyidikan, sumber daya manusia penyidik atau penyidik pembantu dan saksi 

tidak dapat mengungkap peristiwa pidana serta barang bukti yang ada kurang 

lengkap. Cara mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik dalam 

pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang 

ditangani oleh Kepolisian Resor Mandailing Natal adalah mencari dan 

membuktikan peristiwa pidana, meningkatkan sumber daya manusia penyidik, 

saksi sebaiknya mengungkap peristiwa pidana yang dialami sendiri, terutama 

dalam bentuk-bentuk peristiwa pidana kejahatan pencurian dengan pemberatan, 

dan penyelesaian secara mediasi. 
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